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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan,maka 

kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Dilihat dari teori Keadilan John Rawls menyatakan Prinsip 

ketidaksamaan. Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang 

sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat 

yang paling lemah, dikaitkan dengan kasus penganiayaan ini golongan 

yang paling lemah adalah korban Jejean dan Martinus karena 

mendapatkan luka berat yang diakibatkan dari penganiayaan yang 

dilakukan oleh pelaku Edwin. Maka berlakunya suatu peraturan hukum 

sebagai sistem pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi-

sanksi, tetapi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak responsif 

pada penderitaan korban, oleh karena itu menimbulkan ketidakadilan 

2. Terjadinya kesenjangan antara ancaman dalam Pasal 351 Ayat (2) 

dengan Penuntutan dan putusan Majelis Hakim, dikarenakan Faktor 

undang-undang dan Faktor penegak hukumnya. 
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5.2 Saran  

Adapun saran yang dikemukakan terkait dengan permasalahan yang 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Majelis Hakim mempunyai kebebasan yang luar biasa didalam 

KUHP, sehingga perlu adanya pedoman pemidanaan. 

2. Seyogyanya Penuntut Umum dan Majelis Hakim perlu berspektif 

pada penderitaan korban karena derita yang dialami korban  
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